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Kafa‟ah adalah kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam faktor-faktor tertentu. 
Islam menganjurkan adanya kafa‟ah ini merupakan hal yang perlu diperhatikan saja agar tujuan 
pernikahan dapat terwujud menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk 
mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam hal ini Wahbah az-Zuhaili berbeda 
pendapat dengan ulama lainnya tentang konsep kafa‟ah, hal ini yang membuat penulis tertarik memilih 
permasalahan melalui penulisan ini. 
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap 
konsep kafa‟ah dalam perkawinan, dan bagaimana relavansi pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang 
kafa‟ah dengan KHI. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk 
menggali informasi dari pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap konsep kafa‟ah dalam perkawinan 
juga untuk mengetahui relavansi pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang kafa‟ah dalam perkawinan 
dengan KHI. 
Dalam penelitian ini digunakan metode pustaka (library research) yang bersifat deskriptif 
dengan menggunakan metode analisis kualitatif kemudian cara berfikir menggunakan cara deduktif 
digunakan pada saat penulis mengumpulkan data data perpustakaan secara umum baik buku-buku 
fiqih, hadis dan sebagainya tentang suatu konsep, teori maupun pendapat Wahbah az-Zuhaili yakni 
tentang kafa‟ah dalam perkawinan, yang kemudian di ambil kesimpulan secara khusus sampai pada 
suatu titik. 
Berdasarkan data hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa, Menurut pendapat Wahbah 
az-Zuhaili tentang kafa‟ah dalam perkawinan merupakan persesuaian keadaan antara seorang suami 
dengan seorang istri. Suami mempunyai kedudukan yang sama dengan istrinya di masyarakat, baik 
dalam hal agama maupun hal lainnya. Dan sebagaimana dengan adanya persamaan kedudukan antara 
suami dengan istri diharapkan dapat membawa kearah rumah tangga yang sejahtera. Inilah pandangan 
yang banyak diungkapkan oleh kebanyakan ulama. Sementara untuk mewujudkan tujuan di atas perlu 
adanya faktor-faktor pendukung (adanya persamaan). Sedangkan relavansi pendapat Wahbah az-
Zuhaili kafa‟ah terhadap KHI adalah sesuai jika dilihat dari tujuan pernikahan yaitu kemaslahatan 
dalam hal untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dengan demikian kafa‟ah 
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َِْكُذٕا اْْلَْكفَ  ا َٔ َسههَى حََخٍهُسٔا نُُِطَفُِكْى  َٔ  ِّ ٍْ ُ َعهَ ِ َصههى َّللاه ٍْ َعائَِشتَ قَانَْج قَاَل َزُسُٕل َّللاه ِٓىَع ٍْ َِْكُذٕا إِنَ أَ َٔ اَء 
1
 )زٔاِ ابٍ ياجّْ ) 
“Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda,”Pilihkanlah bagi anak-anak gadis kalian 
(jodoh yang baik). Menikahlah kalian dengan yang sekufu‟ dan nikahkanlah anak-anak gadis 
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A. Penegasan Judul 
Untuk mempermudah pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan 
penafsiran dan kesalahpahaman pembaca, terhadap istilah teknis yang terkandung dalam judul skripsi 
ini, maka penulis akan menjelaskan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang 
berjudul “Analisis Pendapat Wahbah az-Zuhaili Tentang kafa’ah dalam Perkawinan”, Sebagai 
berikut:  
1. Analisis 
Analisis adalah kajian yang dilakukan terhadap sebuah masalah guna meneliti masalah tersebut 
secara mendalam.
2
 Penjabaran sesudah dikaji sebaiknya, proses pemecahan persoalan yang dimulai 




Kafa‟ah berarti sederajat, sepadan atau sebanding. Kafa‟ah dalam perkawinan adalah seorang 
laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial 
dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Kafa‟ah dalam perkawinan lebih ditekankan pada 
keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah.4 
3.  Perkawinan 
Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan antara suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa dan melaksanakannya merupakan ibadah.
5
 
Dari beberapa penjelasan istilah tersebut di atas, dapat penulis tegaskan bahwa yang dimaksud 
dengan judul ini adalah menganalisis pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang kafa‟ah dalam perkawinan. 
Dalam skripsi  ini  dijelaskan  bahwa  menurut  Wahbah  az-Zuhaili  konsep kafa‟ah  terhadap  
keharmonisan  rumah  tangga  ia  mengakui  pentingnya  kafa‟ah dalam pernikahan. 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
a. Kafa‟ah merupakan suatu kriteria untuk memilih calon suami dan calon istri, tetapi bukan 
menjadi rukun maupun syarat dalam pernikahan. 
b. Mengingat bahwa alasan objektif dari penelitian ini adalah masih minimnya pemahaman 
masyarakat mengenai kafa‟ah mulai dari pengertian, pemahaman, implementasinya dan 
dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. 
2. Alasan Subjektif 
1) Penelitian ini didukung oleh literatur yang memadai sehingga dimungkinkan dapat diselesaikan 
sesuai dengan waktu yang ditentukan. 
2) Judul skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas Syari‟ah Jurusan Al-
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 Hasbi As-Shidqi, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 41. 
3
 Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), 42. 
4
 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Cet Ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 50-51.  
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Ahwal As-Syakhsiyah (Hukum Keluarga). 
C. Latar Belakang Masalah 
Agama merupakan suatu pedoman bagi kehidupan manusia di semua segi terutama dalam segi 
pernikahan karena manusia diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan yang tujuannya untuk 
menjadikan manusia berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam 
mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang pernikahan.
6
 Dalam pandangan 
Islam perkawinan itu bukan hanya urusan dalam hal perdata saja, bukan pula sekedar urusan keluarga 
dan masalah budaya, tetapi masalah peristiwa agama, oleh perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi 
sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.
7
 Ada 
beberapa motivasi  yang mendorong seseorang baik untuk laki-laki maupun perempuan untuk memilih 
pasangan hidupnya dalam perkawinan. Karena perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting 
untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan juga yang dirihoi oleh Allah SWT. maka dari itu dalam 
memilih calon suami atau calon istri harus dipikirkan secara matang. 
Dengan demikian perkawinan harus disertai totalitas kesiapan lahir dan batin, sebagai tanda 
bahwa telah memasuki tahap baru dalam berumah tangga. Perkawinan merupakan perkara yang 
senantiasa dibahas dan dibicarakan dalam masyarakat. Salah satu permasalahan pernikahan yang 
menarik untuk dibahas adalah kafa‟ah. Kaitan kafa‟ah dalam pernikahan mengandung arti keseimbangan 
dan keserasian antara  calon istri dan suami.
8
  Oleh sebab itu Islam sebagai agama yang sempurna, 
memberikan solusi untuk memilih calon istri, karna perlu diketahui istri merupakan unsur yang 
terpenting dalam dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, syariat Islam menganjurkan untuk memilih 
calon istri atas agama dan akhlak. Rasullullah SAW bersabda:  
  ًَ ٌَْسةَ   َزِض ًْ َُْس ٍْ  أبِ ْسأةُ ع ًَ َُْكُخ  ان َسهّْى  قَاَل:  حُ َٔ   ِّ ٍْ ًِّ  َصهّى  َّللاُ  َعهَ ٍِ  انُهبِ  ْزبٍَع: ِْلَ َّللاُ َعُُّْ  َع
ٍِ حَِسبَْج ٌََداكْ  ٌْ ٌَُِْٓا فَاْظفَْس بَِرا حِاندِّ نِِد َٔ انَِٓا  ًَ نَِج َٔ نَِذَسبَِٓا  َٔ انَِٓا  ًِ ن
9
)زٔاِ انبخازي(   
"Dari Abu Hurairah R.A dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Seorang perempuan dinikahi 
karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena 
agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung". (H.R Bukhari).  
Hal ini dikarenakan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding merupakan faktor 
kebahagiaan hidup suami dan istri serta lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan 
kegonjangan dalam rumah tangga. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama 
baik akhlak dan kekayaannya. Sifat kafa‟ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang 
dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pula pada laki-laki yang mengawininya. 
Bahkan menurut Imam Maliki, kesepadanan tersebut terletak pada kesamaan agama dan kesehatan 
jasmani (tidak cacat), berbeda halnya dengan jumhur ulama menyebutkan, ada 4 aspek yang menjadi 
faktor kafa‟ah antara suami istri, yaitu; agama, ras, status sosial dan mata pencaharian. Imam Abu 
Hanifah dan Hanabalah menambahkan kekayaan menjadi faktor kafa‟ah dalam Islam.10 
Dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat 
dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan,tetapi kesefahaman dimaksudkan agar menghasilkan 
keserasian. Seringkali kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga disebabkan oleh perbedaan 
perbedaan yang mencolok, baik perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial.
11 
Perbedaan-
perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan 
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 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat  (Jakarta: Kencana, 2008), 12.  
7
 Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqih (Jakarta: Fajar interpratama Offset, 2003), 81. 
8
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pres. 2009), 56.   
 
9
 Muhammad bin Al-Bukhari Al-Jufri, Shahih Al-BukharI Juz 3  (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), 368. 
10
 Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 7  (Bairut: Dar Al-Fikr, 1986), 229. 
11
 Dedi Junaedi, Bimbingan perkawinan membina keluarga sakinah menurut Al-Qur‟an dan Sunah, Cet Ke-1 






 Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan agama Islam 
memberikan arahan kepada calon suami dan istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidupnya.  
Hal ini dilakukan agar maslahah bagi kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera 
kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai, kekal. bahu membahu dan saling tolong menolong, 
sehingga dapat hidup harmonis sesuai prinsip perkawinan yakni untuk selamanya. Banyak cara untuk 
mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah dengan upaya mencari calon suami atau calon istri yang 
baik. Upaya tersebut bahkan merupakan suatu kunci, namun paling tidak dapat menentukan baik atau 
tidaknya rumah tangga.  
Jadi  urgensitas  kafa„ah  bukanlah  hal  baru  dalam  Islam.  Kitab fiqh sebagai kumpulan 
pemikiran hukum Islam telah  menjelaskan secara jelas, mengenai konsep kafa‟ah tetapi bukan  berarti  
penelitian atau kajian tentang kafa„ah telah berakhir.  Indonesia, dikenal dengan berbagai macam etnis, 
suku dan budayanya, bahkan banyak pemeluk agama yang berbeda-beda. Dalam kaitannya dengan 
kehidupan yang sekarang, konsep ini dirasa menimbulkan pengelompokan diantara manusia yang 
dianggap tidak relevan lagi. Sedangkan dalam landasan hukum perkawinan di Indonesia sendiri terdapat 
peraturan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 Ayat 1 dinyatakan 
bahwa perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 
Adapun Pasal 2 Ayat 2: Tiap-tiap perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Permasalahan kafa‟ah sendiri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pembahasannya 
terdapat pada Pasal 61 dijelaskan bahwa: “Tidak sekufu‟ tidak tidak dapat dijadikan alasan untuk 
mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-ddin”.13  Alasan  
penyusunan  penelitian  ini adalah; pertama, penulis melihat di masa sekarang orang cenderung 
mengabaikan kafa„ah, padahal dalam Islam sendiri kafa‟ah sangat diperhatikan khususnya dalam 
persoalan agama. Kedua, Wahbah az-Zuhaili merupakan tokoh atau ulama dalam bidang hukum Islam 
yang juga menjelaskan konsep kafa„ah yang secara rinci. Penelitian ini hadir dengan mengangkat judul 
Analisis Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang Kafa‟ah dalam Perkawinan. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai 
berikut:  
1. Bagaimana pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang kafa‟ah dalam perkawinan?  
2. Bagaimana relavansi kafa‟ah pendapat Wahbah az-Zuhaili dengan KHI? 
E. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
dan menganalisa sebagai berikut:  
1. Untuk menganalisis pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang kafa‟ah dalam perkawinan. 
2. Untuk mejelaskan relavansi kafa‟ah pendapat Wahbah az-Zuhaili dengan KHI. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan tentang kajian mengenai 
pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang kafa‟ah dalam perkawinan. 
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 
pemahaman tentang kafa‟ah. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu 
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syarat untuk memperoleh Gelar sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN 
Raden Intan Lampung. 
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha malacak berbagai literature 
dan penelitian terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek 
penelitian saat ini. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori 
pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap 
penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan 
penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan 
penelitian terdahulu. Penelitian Terdahulu Dalam  rangka  mengetahui  dan  memperjelas  bahwa  
penelitian  ini  memiliki perbedaan  yang  sangat  substansial  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  yang 
berkaitan dengan  tema kafa‟ah,  maka  perlu  dijelaskan  hasil  penelitian  terdahulu  untuk dikaji dan  
ditelaah  secara  seksama untuk  memberikan  kemudahan  dalam  mengetahui perbedaan antara  
penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan kafa‟ah dengan  hasil penelitian  yang  diperoleh  oleh  
penulis.  
1. Penelitan skripsi Aan Khunaidi, “Pandangan Islam Terhadap Kafaah Dalam Perkawinan (Analisis 
Pemikiran Imam Syafi‟i) Tahun 2015”. Penelitian ini mengupas permasalahan kafa‟ah menurut 
Imam Syafi‟i, bahwa pandangan beliau tentang kafa‟ah dalam perkawinan adalah sebagai langkah 
preventif untuk menghindarkan calon istri dari aib dan efek negatif dalam keluarganya kelak. Latar 
belakang yang berbeda cendrung mempengaruhi pola pemikiran yang berbeda pula sehingga 
menimbulkan benturan-benturan kebijakan di dalam keluarga nantinya. Kafa‟ah sebagai salah satu 
bentuk kepedulian terhadap perempuan dalam melangkah menuju pernikahan dimana ia bersama 
walinya diberi hak secara leluasa untuk memilih calon suami. Perbedaannya terletak pada objek 
penelitian fokus tentang pendapat imam Syafi‟i mengenai pelaksanaan kafa‟ah dalam pernikahan.  
2. Penelitan tesis Siti Fatimah, “Konsep Kafa‟ah Dalam Pernikahan M enurut Islam (Kajian Normatif, 
Sosiologis Dan Historis) Tahun 2014”.Pada Penelitian ini mencoba memecahkan persoalan pada 
masanya masing-masing dengan latar belakang sosio-historis yang berbeda pula seperti madzhab 
Hanafi memberikan kriteria kafa‟ah secara terperinci, baik dalam hal agama dan sosial, begitu pula 
dengan madzhab Maliki, Syafi‟i dan Hanbali, mereka ada yang menambahkan dan mengurangkan 
kriteria kafa‟ah. Berdasarkan kajian normatif secara umum berdasarkan Al-Quran dan Hadis, kriteria 
kafa‟ah hanya dalam hal agama dan prilaku keberagamannya saja. Sedangkan menurut kajian 
sosiologis, dalam hal penetapan kafa‟ah ini, tidak terlepas dari masing-masing para ulama empat 
madzhab itu hidup dan berinteraksi sesuai kondisi masyarakat setempat. Kemudian berdasarkan 
historis kafa‟ah, asalusul kafa‟ah sendiri sangat dipengaruhi oleh masyaraat pra Islam dimana mereka 
terdiri dari kabilah-kabilah atau suku-suku. Perbedaannya terletak pada objek kajian yang fokus 
terhadap konsep kafa‟ah menurut kajian normatif, sosiologis, dan historis.  
3. Skripsi Asrizal (Relevansi Konsep Kafa‟ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Studi 
Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari‟ah Dan Hukum UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010-2012.) pada tahun 2015  Menurut Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) buku I Hukum Perkawinan Bab X Pasal 61 menyatakan bahwa tidak sekufu‟ tidak dapat 
dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu‟ karena perbedaan agama (ikhtilaf 
ad-dîn) peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap pasangan tidak ada larangan untuk 
melangsungkan pernikahan, termasuk tidak sekufu‟, kecuali karena perbedaan agama. Penelitian ini 
termasuk field research dan bersifat dieskriptif analitis dengan mengambil dua rumusan masalah 
pertama bagaimana pandangan mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah mengenai relevansi 




relevan terhadap keharmonisan rumah tangga. 
Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa 
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus 
kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Akan tetapi dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti 
ditekankan pada pendapat tokoh yakni Wahbah az-Zuhaili tentang kafa‟ah dalam perkawinan, serta 
relavansi pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang kafa‟ah terhadap KHI. 
H. Fokus Penelitian 
Penelitian ini berfokus pada bagaimana analisis pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang kafa‟ah 
dalam perkawinan, dan relavansi kafa‟ah terhadap KHI. 
I. Metode Penelitian 
1. Jenis dan sifat Penelitian 
a.  Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang bertujuan 
untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan data maupun informasi yang 
bersumber dari literatur-literatur, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
14
  
b.  Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai 
fakta-fakta yang diteliti atau fenomena-fenomena tertentu.
15
 
2. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
a. Bahan Hukum primer 
Bahan hukum primer bersumber pada bahan yaitu Al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu yang 
merupakan karya Wahbah az-Zuhaili. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum Sekunder Merupakan sekumpulan data yang akan menopang data-data 
primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa 
buku yang terkait dengan perkara kafa‟ah seperti: jurnal, artikel, dan beberapa karya tulis terkait 
permasalahan yang diteliti. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder dengan memberikan pemahaman atas bahan hukum lainnya. Seperti Kamus dan 
Ensiklopedia. 
3. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penentuan metode pengumpulan data selalu disesuaikan dengan jenis dan sumber data 
yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik 
yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Dalam hal ini penulis berupaya 
mengumpulkan data yang menyangkut pemikiran dan konsep kafa„ah dalam perkawinan menurut 
Wahbah az-Zuhaili. Penelitian ini merupaka studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi 
yang tertulis,  terutama  kitab-kitab  dan  buku  atau  literatur  lain  yang  terkait penelitian dan data-
data tertulis lainya, yang dikumpulkan kemudian dikaji sesuai dengan konteks bahasan.  
4. Teknik Pengelolaan Data 
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Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengelolahan data dilakukan dengan cara: 
a. Pemeriksaan Data (editing) 
Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan 
sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji. 
b. Penandaan Data 
Memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Hadist, Al-Fiqh al-
Islami wa   adilatuh   karya   Wahbah az-Zuhaili, buku-buku literatur, dan data lain yang 
berkaitan dengan pembahasan). Catatan atau tanda ditempatkan dibagian di bawah teks yang 
disebut catatan kaki (footnote) dengan nomor urut. 
c. Rekontruksi data (Recontructing) 
Yaitu penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami 
dan di interprestasikan. 
d. Sistematisasi Data (systematizing) 
Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan 
masalah. 
5. Analisis Data 
Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu bentuk analisis ini 
dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistic atau angka 
lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini metode berfikir deduktif. Metode 
berfikir deduktif yaitu: "Suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya 
umum, dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai sesuatu kejadian 
yang khusus".
16
 Kaitan dengan penelitian ini, adalah metode deduktif ini digunakan pada saat 
penulis mengumpulkan data-data perpustakaan secara umum, dari berbagai buku-buku fiqih, hadist 
dan sebagainya, tentang suatu konsep, teori maupun pendapat tentang perkara pendapat Wahbah az-
Zuhaili yakni tentang berkaitan tentang kafa‟ah dalam perkawinan, yang kemudian diambil 
kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik.  
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1. Pengertian Perkawinan 
Dilihat secara etimologis kata nikah (perkawinan) mempunyai beberapa arti yaitu 
berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan. 
Kata nikah berasal dari bahasa arab yang merupakan masdar atau asal kata kerja اجَ  dan ََكاحَ   َٔ  َش
kedua kata ini sering dipakai oleh orang Arab
17
. kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia dengan perkawinan, kata nikah telah dibakukan oleh bahasa Indonesia. Oleh karena itu, 
secara sosial kata pernikahan atau perkawinan di pergunakan dalam berbagai upacara 
perkawinan
18
. Kemudian secara terminologis para ulama mendefenisikan nikah dengan redaksi 
yang sangat beragam. Sekalipun berbeda namun intinya mereka memiliki suatu rumusan yang 
secara makna sama. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama sebagai berikut:  
Menurut golongan Asy-Syafi‟iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung 
ketentuan hukum kebolehan watha‟ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan 
keduanya
19
. Menurut Malikiyah mendefinisikan nikah: Nikah adalah akad yang mengandung 
ketentuan hukum sematamata untuk memperbolehkan watha‟, bersenang-senang dan menikmati 
apa yang ada pada diri seorang perempuan yang dinikahinya.
20
 Menurut Hanafiyah 
mendefenisikan nikah dengan  Akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan 
yang dilakukan dengan sengaja”. Sedangkan menurut golongan Hanbaliyah, mendefinisikan 
bahwa Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan 
manfaat, bersenang-senang dengan perempuan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum 
dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 
Suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak, 
melestarikan hidupnya
21
.   
Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh 
UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 
lak-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan 
bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau 
mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan suatu ibadah. 
22
 Kata mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa 
ayat 21 : 
                         )انُساء)  
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“bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul 
(bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil 
dari kamu Perjanjian yang kuat.” ( Q.S An-Nisa ayat 21). 
Dari pengertian-pengertian di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa Perkawinan merupakan 
sebuah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, karena hal itu merupakan kebutuhan biologis dan 
psikologis yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Pada dasarnya perkawinan 
merupakan jalan dari hasrat biologis yang dimiliki manusia. Namun tujuan dari sebuah 
perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks semata, tapi ada tujuan-tujuan lain dari 
sebuah pernikahan, seperti yang disebutkan oleh Khoiruddin Nasution dalam bukunya Hukum 
pernikahan I, tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang cinta, 
tenang, dan kasih sayang. Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, 
adapun tujuan lain diantaranya yaitu untuk memenuhi  kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, 
menjaga diri, dan ibadah.
23
 
2. Dasar Hukum perkawinan 
Perkawinan mempunyai peranan penting dalam hidup dan perkembangannya bagi manusia. 
Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai 
dasar hukum. Berikut perintah ajaran agama seperti terlihat dalam Al-Qura‟an dan sunnah/hadis, 
sebagai berikut: 
a. Al-Qura‟n  
                 )انرازٌاث( 
“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran 
Allah.” (Qs. Az–Zariyat: 49) 
                               
         ))انُٕز 
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak 
(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 
perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Qs. An – Nurr: 32) 
 
 
                      )انسٔو(   
“Yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa 
golongan. tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.” 
(Qs. Ar–Rum: 21) 
b. Sunnah/Hadis 
َسههَى:  َٔ  ِّ ٍْ ُ َعهَ ِ َصههى َّللاه ُل َّللاه ْٕ ٍْ َعائَِشتَ قَانَْج:قَاَل َزُس مْ َع ًَ ٍْ نَْى ٌَْع ًَ ًْ فَ ٍْ ُسُهخِ ٍْس   انَُِّكاُح ِي بُِسُهخًِ فَهَ
ٍْ نَْى ٌَجِ  َي َٔ ُِْكْخ  ٍل فَْهٍَ ْٕ ٌَ َذاطَ ٍْ َكا َي َٔ ُجٕا فَإًَِِّ ُيَكاثٌِس بُِكْى اْْلَُيَى  ٔه حََص َٔ َو ِيًُِّ  ْٕ ٌه انصه ِ ٍَاو فَإ ِّ بِانصِّ ٍْ َدَعهَ
نَُّ
24
                                               ياجّ( )زٔاِ ابٍ 
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“Dari Aisyah RA, berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Nikah adalah termasuk sunnahku, 
maka barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Dan 
kawinlah kamu sekalian sebab aku berbangga kepada umat-umat yang lain akan banyaknya 
kamu sekalian. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Dan 
barangsiapa yang tidak mendapatinya, maka haruslah dia berpuasa. Sebab sesungguhnya 
puasa, bagi farji adalah peredam syahwat”. (H.R Ibnu Majah). 
 ًَ ِ َزِض َا أَْيِشً َيَع َعْبِد َّللاه ٍَُْا أَ تَ قَاَل بَ ًَ ٍْ َعْهقَ ٍَِْى َع ٍْ إِْبَسا ِش َع ًَ ٍْ اْْلَْع َصةَ َع ًْ ٍْ أَبًِ َد ُ َعُُّْ  َع َّللاه
َسههَى فَقَاَل اْنبَاَءةَ فَْهٍَ  َٔ  ِّ ٍْ ُ َعهَ ًِّ َصههى َّللاه ٍْ فَقَاَل ُكُها َيَع انُهبِ َي َٔ ٍُ نِْهفَْسِج  أَْدَص َٔ ُ أََغضُّ نِْهبََصِس ْج  فَإَِّه ٔه خََص
َِٔجاءٌ  ُ نَُّ  ِو فَإَِّه ْٕ ِّ بِانصه ٍْ نَْى ٌَْسخَِطْع فََعهَ
25
"        )زٔاِ بخازي(  Telah menceritakan kepada kami 
dari Abu Hamzah dari A‟masy dari Ibrahim dari „Alqamah berkata; ketika aku sedang 
berjalan bersama „Abdullah r.a dia berkata: kami pernah bersama Nabi saw yang ketika itu 
beliau bersabda: “barang siapa yang sudah mampu (menafkahi keluarganya) hendaklah dia 
kawin (menikah ) karena menikah itu lebih bisa menundukan pandangan dan lebih menjaga 
kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena 
puasa itu akan menjadi benteng baginya”.(HR.Imam Bukhari) 
Berdasarkan beberapa ayat al-Qura‟n dan hadis di atas, dapat diketahui bahwa hukum 
nikah/perkawinan secara substansial adalah diperbolehkan karena merupakan sunnatullah, akan 
tetapi jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi orang yang mau melaksanakan perkawinan, 
maka para ulama mengkategorikan menjadi lima macam hukumnya, yaitu wajib, haram, sunnah, 
makruh dan mubah. Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan 
perkawinan
26
, oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah,  namun  dapat  
berubah  menurut  al-ahkam al-khamsah  (hukum  yang lima) menurut perubahan keadaan27: 
 
a. Wajib 
Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan 
dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum 
melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran  
hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. 
b. Sunnah 
Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan 
perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum  
melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. 
c. Haram 
Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta 
tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban dalam rumah tangga sehingga 
apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum 
melakukan perkawinan tersebut adalah haram. 
d. Makruh 
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup 
mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir 
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berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang 
kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. 
e. Mubah 
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak 
melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan 
menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi 
kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga 
sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan 
penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan 
melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, 
mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.
28
 
Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya 
bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh tergantung dengan keadaan maslahat atau 
mafsadatnya.29 
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 
a. Pengertian Rukun dan Syarat Perkawinan 
Rukun yaitu yaitu sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah dan tidaknya suatu 
pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh 
muka untuk wudhu  atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam suatu 
perkawinan. 
Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan 
(ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat 
untuk sholat. Contoh syarat dalam pernikahan menurut Islam adanya calon pengantin laki-laki 
atau perempuan itu harus beragama Islam.
30
 Sedangkan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) 
yang memenuhi rukun dan syarat.
 31
 
b. Rukun dan syarat Perkawinan  
Adapun jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari:
32
 
1) Calon mempelai laki-laki 
Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun 






c) Berakal sehat 
d) Tidak dipaksa 
e) Bukan mahram calon mempelai perempuan 
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f) Tidak sedang ihram haji atau umrah 
g) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah. 
2) Calon mempelai perempuan 
Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai perempuan. Adapun calon 
mempelai perempuan harus memenuhi syarat berikut: 
a) Islam 
b) Berakal sehat 
c) Bukan mahram calon mempelai laki-laki 









b) Baligh  
c) Berakal sehat  
d) Mempunyai hak perwalian 
e) Adil  
f) Tidak sedang ihrom 
g) Tidak dipaksa 
h) Dua orang saksi 
Rukun dan syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka 
perkawinan yang dilangsungkan tidak sah atau nikah yang rusak (fasid). Disebutkan dalam kitab 
Al-Fiqh A‟la Al-Mazahib Al-arb‟ah “nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-
syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya, dan hukum nikah  
fasid dan nikah batil adalah sama yaitu tidak sah36. 
4. Larangan Perkawinan Menurut KHI 
Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu larangan 
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selama-lamanya terinci dalam pasal 39 KHI dan larangan sementara pasal 40 sampai pasal 44 
KHI. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut:  
a. Larangan Perkawinan untuk Selama-lamanya larangan perkawinan bagi seorang laki-laki 
dengan seorang perempuan untuk selama-lamanya atau perempuan yang haram untuk dinikahi 
oleh seorang laki-laki selama-lamanya mempunyai beberapa sebab.
37
 Dalam Pasal 39 
disebutkan “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan disebabkan”: 
1) Karena Pertalian Nasab  
a) Dengan seorang perempuan yang melahirkan atau yang menurunkannya atau 
keturunannya. 
b) Dengan seorang perempuan keturunan ayah atau ibu. 
c) Dengan seorang perempuan saudara yang melahirkannya. 
2) Karena peratalian kerabat semenda  
a) Dengan seorang perempuan yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. 
b) Dengan seorang bekas istri orang yang menurunkannya.  
c) Dengan seorang perempuan keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya 
hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul.  
d) Dengan seorang perempuan bekas istri keturunannya. 
3) Karena pertalian sesusuan  
a) Dengan perempuan yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. 
b) Dengan seorang perempuan sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. 
c) Dengan seorang perempuan saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.  
d) Dengan seorang perempuan bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.  
e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. 
b. Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan, 
di ungkapkan secara rinci dalam pasal 40-44 KHI yaitu:
38
  
1) Pasal 40 KHI  
Dilarang melangsungkan perkawinanan antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan karena keadaan tertentu : 
a) Karena perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki 
lain.  
b) Seorang perempuan yang masih dalam masa iddah dengan laki-laki lain.  
c) Seorang perempuan yang tidak beragama Islam 
2) Pasal 41 KHI 
a) Seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan seorang perempuan yang 
mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:  
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b) Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya.  
c) perempuan dengan bibinya atau kemenakannya. 
d) Larangan tersebut pada ayat (1) telah berlaku meskipun istri-istrinya telah  
 
 
3) Pasal 42 KHI  
Seorang laki-laki dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan 
apabila seorang laki-laki tersebut sedang mempunyai 4 istri yang keempat-empatnya masih 
terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj‟i ataupun salah seorang diantara 
mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj‟i. 
4) Pasal 43 KHI 
Seorang laki-laki dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan 
apabila seorang laki-laki tersebut sedang mempunyai 4 istri yang keempat-empatnya masih 
terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj‟i ataupun salah seorang diantara 
mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj‟i 
5) Pasal 44 KHI  
Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinannya dengan seorang 
laki-laki yang tidak beragama Islam. Para ulama madzhab sepakat bahwa larangan-larangan 
perempuan untuk dinikahi itu ada dua macam yaitu: pertama, karena hubungan nasab dan 
kedua, karena sebab (yang lain).
39 
5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan  
a. Tujuan Perkawinan 
Bertolak dari beberapa ayat al-Qur‟an dan hadis Nabi yang mengindikasikan dari hasil 
pemahaman mengenai disyari‟atkan perkawinan sebagaimana terlihat pada dasar-dasar hukum 
perkawinan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa tujuan perkawinan paling tidak 
ada lima macam sebagai berikut: 
1) Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, yang penuh ketenangan hidup, dan rasa kasih 
sayang. Seperti di dalam surat Ar-Rum ayat 21: 
                                   
          )انسٔو(   
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri 
dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar–Rum: 21) 
 
2) Untuk reproduksi/regenerasi hal ini dapat di lihat dalam al-Qur‟an surat An-nissa ayat 1: 
                                    
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                           )انُساء)  
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari 
seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada 
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi 
kamu”. (QS. An-Nisa ayat 1) 
3) Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan 
perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta 
kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti 
ketentuan-ketentuan yang di atur oleh syari‟at.  Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 187: 
                                     
                                
                                  
                              
               ()انبقسة 
“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri 
kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah 
mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah 
mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan 
ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang 
bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu 
sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu 
beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka 
bertakwa.” (Qs. Al – Baqorah: 187) 
 
4) Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan 
mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
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                                      
                               
                                
     (انُساء(
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak 
yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. 
dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan 
hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati 
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(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), 
sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu 
telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S An-Nisa ayat 24) 
b. Hikmah Perkawinan 
Dalam setiap melaksanakan sesuatu  maka akan ada hikmah dari setiap perbuatan yang 
di lakukan, termasuk dalam melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang 
sangat besar. Adapun hikmah perkawinan di antaranya yaitu:
41
  
1) Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang di haramkan 
dan menghindarkan dari perbuatan zina 
2) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang di akibatkan oleh perzinahan seperti AIDS  
3) Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab 
terhadap keluarga  
4) Menikah merupaka setengah dari agama  
5) Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada 
keluarga, masyarakat dan negara 
6) Perkawinan dapat mempererat silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam 
menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.  
B.  Kafa’ah 
1. Pengertian Kafa’ah 
Kafa‟ah berasal dari bahasa Arab yaitu kata كفى berarti sama atau setara. Yang 
dimaksudkan di dalam tulisan ini adalah kesesuaian antara calon suami dan calon istri yang 
akan melangsungkan perkawinan. Secara etimologi kafa‟ah berarti sebanding, setara, serasi, 
dan sesuai.
42
  Kata kufu‟ atau kafa‟ah dalam perkawinan adalah menganjurkan sama atau 
seimbang antara calon suami dengan calon istri sehingga masing-masing tidak merasa berat 
jika akan melangsungkan perkawinan. Sebanding disini diartikan sama kedudukannya, 
sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam hal akhlak serta harta kekayaan.
43
 
Sedangkan secara terminologi  kafa‟ah selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan. 
Ibnu Manzur mendefinisikan kafa‟ah sebagai suatu keadaan keseimbangan kesesuaian atau 
keserasian. Ketika dihubungan dengan nikah, kafa‟ah diartikan sebagai kondisi keseimbangan 
antara calon suami dan calon istri, baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan 
sebagainya.
44
 Adapun kata sebanding atau sepadan disini mempunyai tujuan untuk menjaga 
keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk syarat sah pernikahan. Hanya saja 
hak bagi wali dan perempuan untuk mencari jodoh yang sepadan.
45
 
Menurut istilah hukum Islam, kafa‟ah yaitu “keserasian dan keseimbangan antara calon 
istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan 
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perkawinan”. Calon suami sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding 
dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Kafa‟ah juga diatur dalam 
pasal 61 KHI yang berbunyi: “tidak sekufu‟ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah 
perkawinan kecuali tidak sekufu‟ karena perbedaan agama atau ikhtilaaf al-din.46  
Jadi tekanan dalam hal Kafa‟ah adalah keseimbangan, keharmonisan, terutama dalam 
hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Menurut Tihami dan Sohari Sahrani, yang dimaksud 
dengan kafa‟ah atau kufu‟ dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan 
dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa 
berat untuk melangsungkan perkawinan, atau calon suami sebanding dengan calon istrinya, 
sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta 
kekayaan 
Kafa‟ah juga dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun perempuan untuk 
lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan kehidupan 
berkeluarga (perkawinan), hal ini tinggal bagaimana masing-masing pihak dapat memposisikan 
kafa‟ah sebagai ajaran luhur yang melindungi hak-hak asasinya dan hak asasi pihak lainnya. 
Memang tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan 








2. Dasar Hukum Kafa’ah 
a. Al-Qur‟an 
                                     
                                 
                              
  ()انًائدة  
“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang 
yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan 
Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang 
beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi 
Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud 
menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. 
Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka 
hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.” (QS. Al-
Maidah ayat 5) 
                           
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             ()انُٕز 
“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah 
buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki 
yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka 
(yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi 
mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)” (QS. An-Nur ayat 26). 
b. Hadis 
َسهّْى  َٔ  ِّ ٍْ ًِّ َصهّى َّللاُ َعهَ ٍِ انُهبِ ًَ َّللاُ َعُُّْ َع ٌَْسةَ َزِض ًْ َُْس ٍْ أبِ ْسأةُ ِْلَْزبَعٍ:ع ًَ َُْكُخ ان انَِٓا قَاَل: حُ ًِ  ن
ٍِ حَِسبَْج ٌََداك ٌْ ٌَُِْٓا فَاْظفَْسبَِراحِاندِّ نِِد  َٔ انَِٓا ًَ ِنَج َٔ نَِذَسبَِٓا َٔ
48
)زٔاِ انبخازي(     
"Dari Abu Hurairah R.A dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Seorang perempuan 
dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena 
kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan 
beruntung". (H.R Bukhari) 
Berdasarkan ayat al-Qur‟an dan hadis di atas yang mengindikasikan dari hasil 
pemahaman mengenai dasar hukum Kafa‟ah adalah kesamaan dalam masalah agama. Artinya 
laki-laki dan perempuan  yang akan menikah wajib memperhatikan masalah agama dan 
keta‟atan dalam menjalankan perintah agama. Sebab hanya dengan ukuran inilah mampu 
menciptakan rumah tangga yang bahagia. Suami mengetahui kewajiban agama terhadap 
istrinya, demikian pula istri bisa memenuhi hak-hak yang notabene menjadi kewajiban agama 
terhadapnya. 
3. Historitas Asal-Usul Kafa’ah 
Berbicara tentang historitas asal-usul kafa‟ah ini, menurut Khoiruddin Nasution, 
setidaknya ada dua teori yang bisa dipergunakan untuk menjelaskan secara tepat dan benar. 
Teori pertama dimunculkan oleh M.M. Bravmann yang berpendapat bahwa konsep ini muncul 
sejak masa pra-Islam. Untuk mendukung teorinya tersebut, Bravmann menyebutkan bahwa 
beberapa kasus yang terjadi. Misalnya, kasus rencana pernikahan sahabat Bilal dengan saudara 
perempuannya Abdurrahman bin Auf. Di samping itu, Bravmann juga menyebutkan dua kasus 
perkawinan lain yang di dalamnya dapat dilihat adanya unsur kafa‟ah. Bahkan di dalam 
rencana perkawinan tersebut, kata kafa‟ah disebutkan dengan jelas.49 
Teori kedua adalah yang dimotori oleh Coulson dan Farhat J. Ziadeh yang mengatakan 
bahwa konsep ini bermula dari Irak, khususnya Kufah, tempat Abu Hanfah hidup. Menurut 
teori ini, konsep kafa‟ah  tidak ditemukan di dalam buku Imam Malik, al-Muwatta`. Konsep 
kafa‟ah ditemukan pertama kali di dalam buku madzhab Malikiyyah, al-Mudawwanah. 
Walaupun demikian, di dalam buku ini hanya disinggung sangat sedikit. Bahkan, ada catatan 
yang menjelaskan bahwa Imam Malik sendiri tidak pernah membahas masalah kafa‟ah 
tersebut.
50
 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Imam Malik tidak mengenal konsep 
ini. Menurut teori ini, konsep ini muncul karena kekosmopolitan dan kekompleksan masalah 
dan masyarakat yang hidup di Irak ketika itu. 
Kafa‟ah menjadi sebuah ketentuan yang khas didalam madzhab fiqih yang ada di Kufah. 
Kafa‟ah menjadi usaha untuk melindungi kepentingan wali didalam perkawinan demi menjaga 
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nama baik keluarga. Di Kufah, Abu Hanifah menemukan masyarakat yang sangat beragam dan 
kompleks dengan kesadaran kelas yang tinggi, yang tidak dirasakan oleh masyarakat Madinah. 
Di Kufah, kelompok-kelompok etnis bercampur baur, tradisi urbanisasi telah lama ada, Arab 
dan non-Arab berhadapan, diferensiasi sosial benar-benar memiliki hasil.Hal ini merupakan 
faktor penting dikembangkannya konsep kafa‟ah oleh madzhab Hanafi dan kemudian 
menyebar didaerah lain serta diadopsi oleh madzhab-madzhab lain.Maka secara historis 
kontekstual, kafa‟ah muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial kemasyarakatan yang 
berkembang dan kemudian muncul sebagai aturan hukum, sebagai akibat logis dari aturan 
hukum perkawinan lain yang sudah ditetapkan. Pendek kata, argumentasi kemaslahatan 
perkawinan diterapkan secara berbeda, karena perbedaan respon terhadap situasi sosial 
kemasyarakatan dan logika hukum yang sudah ada. 
 
 
4. Kafa’ah Menurut Ulama Empat Madzhab dan KHI 
a. Kafa‟ah Menurut Para Ulama empat madzhab 
Dalam Al-Qur‟an Tidak disebutkan secara jelas/rinci tentang konsep kafa‟ah 
perkawinan, sehingga dikalangan para ulama berbeda pendapat dalam kiteria yang 
digunakan untuk menentukan kafa‟ah. Perbedaan pendapat dikalangan para ulama ini 
disebabkan oleh berbagai macam faktor selain disebabkan oleh situasi dan kondisi dimana 
ulama itu tinggal, juga disebabkan karena adanya perbedaan dalil-dalil yang digunakan dan 
cara-cara mereka berijtihad, sehingga menyebabkan perbedaan dalam fiqih sebagai hasil  
ijtihad. Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan kafa‟ah, ulama berbeda pendapat 
yang secara lengkap diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziriy sebagai berikut:  
1) Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar kafa‟ah adalah: 
a) Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan 
b) Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama  Islam. 
c)  Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan. 
d)  Kemerdekaan dirinya, 
e)  Diyanah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam. 
f)  Kekayaan. 51 
2) Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria kafa‟ah hanyalah 
a) Diyanah atau kualitas keberagamaan 
b) Bebas dari cacat fisik52. 
3) Menurut ulama Syafi‟iyah yang menjadi kriteria kafa‟ah itu adalah: 
a) Kualitas kerbagamaan 
b) Kebangsaan atau nasab 
c) Kemerdekaan diri 
d) Usaha atau profesi.53 
4) Menurut ulama Hanbaliyah yang menjadi kriteria kafa‟ah itu adalah: 
a) Kualitas keberagamaan. 
b) Usaha atau profesi. 
c) Kekayaan. 
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d) Kemerdekaan diri, dan 
e) Kebangsaan.54 
Para Ulama sepakat menempatkan diniyah atau tingkat ketaatan dalam beragama, 
sebagai kiteria kafa‟ah bahkan menurut imam malik hanya inilah satu-satunya dijadikan kiteria 
kafa‟ah itu. Kesepakatan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 
18: 
              )انسجدة( 
“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak 
sama.”(QS. as-Sajdah ayat 18) 
Makna kafa‟ah menekankan arti keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama 
dalam hal agama yaitu dalam hal akhlak dan ibadah. Kafa‟ah jika diartikan persamaan dalam 
hal harta kekayaan atau status sosial kebangsawanan maka akan sama dengan sistem kasta. 
Dalam Islam tidak dibenarkan sistem kasta karena semua manusia sama disisi Allah SWT 
kecuali dalam hal ketakwaannya.
55
  
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah kafa‟ah dalam perkawinan 
menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Masing-masing ulama mempunyai 
batasan yang berbeda mengenai masalah ini. Jika diamati, perbedaan ini terjadi karena 
perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana kafa‟ah itu mempunyai kontribusi dalam 
melestarikan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian jika suatu segi dipandang maupun 
menjalankan peran dan fungsinya dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, maka bukan 
tidak mungkin segi tersebut dimasukkan dalam kriteria kafa‟ah.  
Kafa‟ah diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi 
kekurangan, maka hal itu tidaklah mengganggu dan tidak membatalkan apa yang sudah terjadi, 
serta tidak mempengaruhi hukum akad nikah, karena syarat-syarat pernikahannya hanya diukur 
ketika berlakunya akad nikah. Jika pada waktu akad nikah pekerjaan suami itu mulia dan 
mampu memberi nafkah istrinya atau orang yang saleh, kemudian dikemudian hari terjadi 
perubahan, maka akad nikahnya tetap sah. Bila terjadi suami seperti ini, maka istri hendaklah 
bersabar dan bertakwa kepada Allah karena dengan sabar dan takwa kepada Allah SWT 
niscaya pertolongan akan datang.
56
 
Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan 
untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan 
waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya.
57
 Oleh karena itu Islam memberikan 
arahan dalam menentukan pasangan hidup dengan beberapa kriteria yang terukur. Dalam hal 
ini kriteria yang diberikan Islam terbagi kepada dua, yaitu: kriteria calon istri dan kriteria calon 
suami. 
b. Kafa‟ah Menurut KHI 
Kafa‟ah menjadi perbincangan hampir disemua kitab fiqih dan sama sekali tidak 
disinggung oleh undang-undang perkawinan tetapi disinggung sekilas dalam Kompilasi 
Hukum Islam, yaitu pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan dan yang 
diakui sebagai kriteria kafa‟ah itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama, yaitu 
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kualitas beragama. Pasal 61 “Tidak sekufu‟ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah 
perkawinan, kecuali tidak sekufu‟ karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien.” Oleh karena 
itu konsep kafa‟ah yang masih memprioritaskan nasab bertentangan dengan peraturan yang 
terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya bersandar pada agama yang artinya 
bahwa, tidak ada pencegahan perkwinan atas dasar tidak sekufu‟ kecuali memiliki perbedaan 
agama. 
Pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan kalau dilakukan atas dasar hukum Islam 
dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perkawinan antar suku 
atau antar daerah di Indonesia dengan latar belakang adat yang berbeda sudah lama 
dipraktikkan oleh masyarakat, sehingga tolak ukurnya tidak lagi suku tetapi agama.  
Hal ini diperkuat lagi Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah 
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Kata “itu” 
diakhiri ketentuan ini berarti bahwa kepercayaan yang dimaksud terkait dengan agama yang 
dianut oleh seorang warga negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: 
1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamnya dan 
kepercayaan itu. 
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Jadi pemilah-milahan antar bangsawan dengan bukan bangsawan atau keturunan raja 
dengan bukan keturunan raja merupakan peninggalan dari kebudayaan tertentu yang melihat 
orang berkasta-kasta. Hal ini tidak relevan dengan pandangan kesetaraan dalam Islam.
58
 
Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal mengenai orang-orang yang 
bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga 
dan bahkan masyarakat adatpun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Bagi hukum 
adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, 
melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.
59
  
5. Kedudukan Kafa’ah dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah 
Salah satu pertimbangan dalam menentukan calon pasangan baik suami maupun istri 
adalah pertimbangan kafa‟ah. Tujuan disyari‟atkannya kafa‟ah adalah untuk menghindari 
celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang mempelai yang tidak 
sekufu‟ (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila 
kehidupan pasangan suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit 
untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin kelangsungan kehidupan rumah tangga.
60
 
Para Imam empat madzhab menyatakan bahwa kafa‟ah adalah syarat lazim dalam 
perkawinan bukan syarat sah sebuah akad pernikahan. Jika perempuan yang tidak setara maka 
akad tersebut sah. Sedangkan syarat sahnya pernikahan adalah apabila syaratnya terpenuhi, 
maka terjadilah pernikahan. Syarat pertama adalah halalnya seorang perempuan bagi suami 
yang menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan perempuan yang hendak dinikahi 
itu berstatus sebagai muhrimnya dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan 
mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat yang kedua adalah saksi 




Islam pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah 
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dengan perempuan yang sama dengannya. Islam juga tidak menjadikan perbedaan kedudukan, 
harta, pendidikan, suku maupun fisik sebagai penghalang dalam pernikahan, karena Islam tidak 
membuat aturan mengenai kafa‟ah, tetapi manusialah yang menetapkannya, sebab yang 
menjadi ukuran dalam Islam adalah agamanya dan Islam memandang bahwa manusia 
diciptakan adalah sama. Ada hal yang dapat mempengaruhi terjadinya kerukunan dalam rumah 
tangga yaitu antara suami istri memiliki kesepadanan. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam 
suatu rumah tangga sangat ditentukan oleh keharmonisan pasangan tersebut. Tidak diragukan 
lagi jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sapadan, maka suami istri akan terhindar 
dari kegagalan atau kegoncanan rumah tangga.
62
 
Bahwa manusia itu sama dalam hak-hak dan kewajiban, mereka tidak lebih utama dari 
kecuali dengan ketakwaan. Sedangkan selain ketakwaan yang berdasarkan nilai kepribadian 
yang berlandaskan tradisi dan adat istiadat, maka pasti diantara manusia saling memiliki 
perbedaan. Ada perbedaan dalam sisi rezeki dan kekayaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman 
dalan surat an-Nahl ayat 72: 
                                
               (انُذم)    
“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari 
isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. 
Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah" (Qs. 
An-Nahl ayat 72). 
Secara akal pun, yang namanya kafa‟ah ini sangat diterima, karena sudah menjadi 
pengetahuan umum yang semua orang tahu, bahwa kesamaan status dan kesepadanan strata 
antara kedua pasangan itu menjadi salah satu faktor keharmonisan keluarga, karena bagaimana 
pun kafa‟ah mempunyai pengaruh atas lancar atau tidaknya sebuah hubungan keluarga. Maka 
kafa‟ah ini sebagai faktor yang dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan menjadi 
bahan perhitungan juga. 
Namun walaupun kafa‟ah ini dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami dan 
calon istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa‟ah adalah hak bagi 
perempuan dan walinya dan kafa‟ah atau tidaknya pasangan tersebut dilihat dari 
perempuannya bukanya dari laki-laki. Perempuanlah yang dijadikan patokan apakah laki-laki 
jodohnya itu sekufu‟ dengannya atau tidak. Karena sesuatu perkawinan yang tidak seimbang 
atau serasi akan menimbulkan problema berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan 
terjadinya perceraian. Namun semua itu juga tergantung kepada pasangan tersebut yang akan 
menjalankan bahtera kehidupan rumah tangga kedepannya. 
“Kisah pernikahan Fathimah binti Qais dengan Usamah bin Zaid merupakan gambaran 
bahwa kedudukan dan kehormatan bukan merupakan aspek utama kafa‟ah, Fathimah binti 
Qais adalah perempuan terhormat, cantik dan termasuk golongan orang hijrah yang pertama, 
sedangkan Usamah bin Zaid adalah seorang budak, padahal ketika itu Mu‟awiyah bin Abi 
Sufyan dan Abu Jahm datang meminang. Mu‟awiyah adalah seorang bangsawan. Dilihat dari 
aspek ini, Mu‟awiyah sangat pantas untuk memperistrinya, tetapi Rasulullah menyuruh 
Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usman bin Zaid”.
63
 Sehingga ketika itu Allah swt 
berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13: 
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                                     
          ()انذجساث    
“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal”. )Qs. Al-Hujurat 13) 
Ayat di atas menegaskan bahwa orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang 
paling bertakwa. Maka ayat tersebut menunjukkan bahwa kemuliaan itu ditentukan oleh 
ketakwaan kita. Sebenarnya menurut Iman Malik, kafa‟ah ini khusus untuk kesepadanan dalam 
agama, iman taqwa dan juga akhlaknya. Bahwa orang yang bagus agamanya, ia sekufu‟ dengan 
pasangan yang bagus pula agamanya. Imam Syafi‟i pun mendukung pendapat ini. Bahwa 
kafa‟ah berlaku dalam bidang agama. 
6. Implementasi Kafa’ah dalam Membangun Keluarga yang Sakinah 
Pada hakikatnya manusia tidak bisa berkembangbiak dengan baik tanpa adanya 
perkawinan, karena perkawinan menyebabkan keturunan, dan keturunan menimbulkan 
keluarga yang berkembang di masyarakat. Perkawinan juga merupakan suatu hubungan yang 
sangat mendasar bagi manusia. Salah satu persoalan yang menjadi berdebatan dan sering di 
perbincangkan dalam bidang perkawinan yaitu tentang masalah kafa‟ah. Kafa‟ah sangat 
menarik dan sering diperbincangkan karena kafa‟ah merupakan salah satu unsur terpenting 
yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga karena 






Para ulama empat madzhab menyetujui bahwa yang pokok dalam kesekufu‟an adalah 
segi agama. Kenapa agama itu paling penting dalam membentuk keluarga, karena apabila 
calon suami dan calon istri memiliki perbedaan agama, dalam hal ini akan mengakibatkan 
tidak terciptanya keharmonisan dan akan menimbulkan perselisihan. Dalam kondisi 
masyarakat Indonesia, misalkan kafa‟ah hanyalah dalam hal agama, lain halnya adanya adat 
budaya yang mempengaruhi aspek kafa‟ah ini berkembang sesuai adat istiadat misalkan 
seseorang yang bersuku Lampung harus menikah dengan yang bersuku Lampung pula, suku 
Jawa dengan Jawa dan lain-lain, hal ini juga terjadi dalam masyarakat Arab di mana seseorang 
laki-laki Arab harus menikah dengan perempuan bersuku Arab pula, karena dimungkinkan jika 
memiliki kesamaan suku akan lebih mudah bersosialisasi baik antar personal suami dan istri, 
begitu pula bergaul dan berinteraksi dengan kedua keluarga besar. Pada masa modern sekarang 
ini pendidikan juga memiliki andil dalam kafa‟ah, Jika seseorang memiliki pendidikan yang 
sama akan lebih mudah utuk bersosialisasi dalam berbagai hal, baik dalam interaksi, 
interpersonal maupun lingkungan disekitar dalam keluarga dan masyarakat. Meskipun 
demikian Allah SWT menempatkan manusia sama dalam hal derajat dan kedudukannya. Hal 
ini disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13: 
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                                   
          )انذجساث(       
"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal”. )Qs. Al-Hujurat 13) 
Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami istri tidak 
memerhatikan prinsip kesetaraan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling 
beradaptasi, sehingga secara psikologi keduanya akan terganggu. Misalnya, suaminya anak 
konglomerat, sedangkan istrinya anak orang melarat. Kemungkinan besar jika terjadi konflik, 
pihak istri yang miskin akan mudah dihinakan oleh pihak suaminya. Demikian pula sebaliknya. 
Oleh karena itu, prinsip kesetaraan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.65 
Namun keadaan manusia itu tidak selalu sempurna dan selalu saja ada kekurangannya, 
sehingga jarang sekali didapati seseorang calon suami atau calon istri yang memiliki faktor-
faktor tersebut secara menyeluruh. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati 
seluruhnya, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Sebab berbeda agama 
mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama. Tercapainya 
tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal 
tersebut bisa menjadi penunjang yang utama dan faktor agama serta akhlak yang lebih 
diutamakan. 
7. Tujuan dan Hikmah Kafa’ah 
Tujuan utama kafa‟ah adalah untuk mewujudkan ketentraman dan kelanggengan sebuah 
rumah tangga di dasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling 
pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dianugrahi rahmat 
Allah swt. Berdasarkan konsep kafâ`ah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan 
hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal 
yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan 
agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidak 
cocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan 
keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan 
keluarga, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah66. 
Hikmah kafa‟ah dalam pernikahan di antaranya sebagai berikut:
 67
 
a. Kafa‟ah merupakan wujud keadilan dalam konsep kesetaraan yang 
 
b. Ditawarkan Islam dalam pernikahan. 
c. Dalam Islam, suami suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan 
perempuan sebagai makmumnya. 
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d. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. 
Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi sebagaimana dikutip Khorul Abror  bahwa diantara 
hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:
68
   
1. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertib dan 
teratur.  
2. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-
masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.  
3. Sesuai dengan tabiatnya manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi, adanya istri 
bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan 
duka, penolong dalam mengatur kehidupan, Manusia diciptakan dengan memiliki rasa 
ghiroh (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya, pernikahan adalah 
menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. 
4. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah 
yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam waris.  
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